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Abstract
Law No. 36, 2008 facilitate religious contribution as a deduction of net income in mechanism of personal
income tax. Unfortunately, the use of this service is only slightly person. This study explored the reasons
taxpayer who do not reporting their zakah payment in their annual income taxation mechanism. Based on
studies conducted in the tax authorities in Surabaya, this study proves the low utilization of zakah in their
annual of income tax mechanism. Unwillingness to to use the facilities of zakah or charity as a deduction
from net income due to as unwillingness to incorporate religion duty with tax duty. Furthermore, there are
many of zakah payer less know how to use these facilities as well as did not want to show the real
income. For them, utilizing this facilities means willing to show the entire income.
Keywords: religious contribution, income tax, income deduction
Abstrak
Undang-undang No. 36 tahun 2008 memfasilitasi pungutan keagamaan sebagai pengurang penghasilan
neto dalam penghitungan kewajiban tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Fenomenanya, hanya
segelintir wajib zakat yang bersedia memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan neto dalam
laporan SPT nya. Penelitian ini berupaya menggali alasan wajib zakat tidak melaporkan pembayaran
zakatnya dalam mekanisme perpajakan mereka. Berdasarkan studi yang dilakukan pada kantor otoritas
pajak di Surabaya, studi ini membuktikan rendahnya pemanfaatan zakat dalam mekanisme pajak
penghasilan tahunan orang pribadi. Keengganan memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang
penghasilan neto diungkapkan karena ketidakinginan mencampuradukkan urusan agama dengan urusan
perpajakan. Selain itu, banyak diantara wajib zakat yang kurang mengetahui cara memanfaatkan fasilitas
tersebut serta takut ketahuan omset aslinya. Bagi mereka, melaporkan zakat dalam mekanisme pajak sama
halnya dengan mempublikasi omset sesungguhnya. Ini menandai ketidakinginan melaporkan seluruh
pendapatan dalam mekanisme pajak.
Keywords: sumbangan keagamaan, pajak penghasilan, fasilitas pengurang pajak penghasilan
ISSN : 2460-0423
Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-4, Manado, 28-30 Mei 2015 Page 431
PENDAHULUAN
Manusia hidup dalam semesta yang tidak hampa aturan. Berkaitan dengan
kekayaan atau penghasilan misalnya, terdapat pungutan baik yang bersifat pungutan
oleh negara maupun keagamaan yang dibebankan terhadap penghasilan dan kekayaan.
Indonesia menetapkan pajak sebagai pungutan resmi negara. Penerimaan pajak
merupakan sumber utama penerimaan negara yaitu menyumbang sebesar 70% pos
APBN (Wijaya, 2012).
Selain pajak, masyarakat Muslim juga diwajibkan berkontribusi pada kewajiban
keagamaan seperti zakat. Sekalipun pajak merupakan pungutan resmi negara, namun
tidak secara otomatis mengganti peran zakat yang merupakan kewajiban beragama.
Berdasarkan dualisme pungutan ini, belum ada kesatuan pemikiran (unity of thought)
dari ulama berkaitan dengan apakah zakat dan pajak dapat saling menegasikan atau
tidak. Walaupun pajak dan zakat memiliki kesamaan sebagai fungsi distribusi
pendapatan, namun demikian keduanya berbeda dalam hal tarif dan peruntukannya.
Perbedaan mendasar lainnya adalah sumber perintah. Pajak diwajibkan oleh negara
melalui undang-undang sedangkan zakat diwajibkan oleh agama (Tuhan) melalui rukun
Islam. Oleh karena sumber perintah zakat langsung dari Tuhan, maka berdampak besar
pada niat dan kepatuhan membayar yang secara logis akan didapati bahwa kepatuhan
membayar zakat tentu lebih besar dari membayar pajak.
Fenomena ini menjadi pertimbangan bagi negara Indonesia untuk menempatkan
zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dalam mekanisme pajak
sebagai unsur pengurang penghasilan neto sepanjang memenuhi ketentuan undang-
undang pajak. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 9 tentang Pajak Penghasilan
mengakomodir zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib menjadi
pengurang penghasilan neto wajib pajak (lihat formulir induk SPT Tahunan PPh OP)
sehingga berdampak mengurangi nilai beban pajak yang masih harus dibayar.
Selanjutnya, agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang), zakat atau
sumbangan keagamaan wajib lainnya harus dibayarkan melalui Badan Amil Zakat
(BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disyahkan oleh pemerintah.
Kenyataannya, penempatan zakat dalam mekanisme pajak kurang dimanfaatkan
oleh wajib pajak. Salah satu alasannya adalah karena posisi zakat dan pajak tidak saling
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menggantikan secara penuh. Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto bukan
sebagai pengurang beban/utang pajak dianggap berdampak kurang signifikan. Selain
itu, tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui BAZ atau LAZ tapi
memilih untuk membayar di lembaga yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal atau
tempat kerja.
Pada sisi lain, dari tahun 2009 hingga Agustus 2011 BAZ Nasional berhasil
menerima Rp1,3 triliun dana zakat yang dapat digunakan untuk menopang kegiatan
ekonomi bangsa dan aspek sosial lainnya (Fidiana, 2014; Yogatama, 2009; dan Rusydi,
2006). Ini artinya bahwa potensi zakat di Indonesia sangat luar biasa yang berhasil
ditampung BAZ atau LAZ, belum termasuk yang dibayarkan di luar BAZ atau LAZ
padahal potensi pajaknya dikabarkan belum mencapai target. Ini artinya ada kondisi
yang tidak sejalan antara kepatuhan pajak dan zakat.
Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 memberi tempat bagi pembayaran zakat atau
sumbangan keagamaan lainnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagai pengurang
penghasilan neto dalam mekanisme penghitungan pajak terutang pajak penghasilan
pasal 21 untuk orang pribadi. Ini berarti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan
lainnya tersebut tidak langsung berfungsi sebagai kredit pajak (pengurang pajak)
sebagaimana yang diterapkan di Malaysia atau bahkan sebagai pengganti pajak
sebagaimana yang dipraktikkan di Kerajaan Arab Saudi. Padahal sebagaimana diketahui
bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah warga beragama termasuk beragama
Islam. Sebagai warga beragama, memprioritaskan kewajiban yang berkaitan dengan
kehidupan beragama adalah hal yang lazim karena bersifat sangat pribadi dan mendesak
berkaitan dengan relasi setiap individu pada Tuhannya. Oleh karena itu menjadi sangat
umum dan wajar jika kewajiban lainnya di luar kewajiban agama tampak menjadi
pertimbangan berikutnya bahkan mungkin menjadi pertimbangan terakhir setelah
individu menyelesaikan urusan sosial yang terdekat dengan kehidupan mereka.
Sumber informasi dari BAZ atau LAZ (Fidiana, 2014; Yogatama, 2009; dan 
Rusydi, 2006) sebagaimana disampaikan sebelumnya menyatakan besarnya dana zakat
yang berhasil di kumpulkan di Indonesia. Sementara itu, pembayaran zakat difasilitasi
dan diakui dalam mekanisme pajak sebagai pengurang penghasilan neto. Artinya, jika
wajib pajak merasa fasilitas tersebut dianggap menguntungkan, tentu dimanfaatkan
dalam mekanisme pajak mereka. Pun, jika tidak dimanfaatkan perlu dicari alasannya
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mengapa mereka tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Apakah karena pertimbangan
untung rugi semata atau ada alasan lainnya berkaitan ketidakinginan
mencampuradukkan aktivitas ritual ibadah dengan aktivitas kehidupan lainnya. Padahal,
di negara lain seperti di Malaysia dan di Kerajaan Arab Saudi, fasilitas tersebut sangat
dimanfaatkan.
Oleh karena itu, peneliti sangat ingin membuktikan pertama, apakah pembayaran
zakat oleh wajib zakat juga dimanfaatkan dalam mekanisme penghitungan PPh Pasal 21
wajib pajak orang pribadi pada otoritas pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I. Kedua,
penelitian ini mencoba mendapatkan informasi mengapa wajib pajak memanfaatkan
atau tidak memanfaatkan pembayaran zakatnya pada mekanisme pajak penghasilan
mereka.
Sepengetahuan peneliti, penelitian untuk menganalisis kemauan wajib zakat
memanfaatkan pembayaran zakat mereka pada mekanisme pajak belum pernah
dilakukan. Di Indonesia, pembayaran zakat merupakan pengurang penghasilan neto,
tidak langsung menjadi kredit pajak, juga tidak menjadi pengganti pembayaran pajak.
Oleh karena belum ada penelitian sejenis sebelumnya, maka sumber literatur berupa
penelitian tidak berhasil didapatkan. Bahkan, beberapa kantor otoritas pajak
sebagaimana ditemui peneliti sempat mengatakan tidak menjumpai data pemanfaatan
zakat sebagaimana fasilitas yang disediakan pemerintah.
KAJIAN LITERATUR
Pasal 5 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 menyebutkan pengecualian atas obyek
pajak, yaitu (a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Selanjutnya Pasal 1 juga menyebutkan ketentuan bahwa zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi
zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau
oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada
Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, berarti seluruh zakat yang dibayarkan oleh wajib
pajak orang pribadi atau badan dalam negeri seorang Muslim dapat dimanfaatkan
sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang zakat tersebut dibayarkan pada
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Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah. Sedangkan zakat yang dibayarkan pada selain lembaga tersebut tentu saja
tidak dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 4 ayat (2) tentang
Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat tersebut meliputi (a) emas, perak, dan
logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian,
perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g)
perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) rikaz. Ayat (3) memperjelas bahwa zakat
atas harta tersebut di atas merupakan harta yang dimiliki oleh wajib zakat orang pribadi
atau badan usaha.
Seorang muslim telah membayar zakatnya sebenarnya ia telah membayar obyek
yang sama atas pajak. Hanya saja sifat zakat di Indonesia tidak secara langsung
mengurangi beban/utang pajak tapi diberlakukan sebagai pengurang penghasilan.
Namun demikian, zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan
kena pajak pada pajak penghasilan, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut pertama
memenuhi kriteria sebagai zakat maal. Kedua, diserahkan pada Badan Amil Zakat atau
Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agamayang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk ataudisahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah. Dapat disimpulkan
bahwa posisi zakat dalamSPT Tahunan adalah setelah Penghasilan Bruto dan berfungsi
sebagai pengurangdari Penghasilan Kena Pajak.
Pemanfaatan Zakat dalam Mekanisme Pajak
Jika melihat potensi zakat yang begitu besar, tentu terlintas pemanfaatan zakat yang
besar dalam mekanisme pajak. Kenyataannya, tidak semua pembayaran zakat
dimanfaatkan dalam mekanisme pajak. Sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan, yang
lain adalah memang ketidakinginan untuk memamfaatkan dengan berbagai alasan. Oleh
karena itu, penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mengetahui bagaimana
pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam mekanisme pajak pada
Direktoral Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I Surabaya.
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Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di negara kita, khususnya yang terkait
dengan PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010
bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari
penghasilan bruto. Kebijakan Ditjen Pajak juga menetapkan bahwa terhadap Wajib
Pajak orang pribadi yang ketika penyampaian SPT Tahunan PPh yang menyatakan
kelebihan membayar (termasuk lebih bayar karena pemotongan zakat), niscaya akan
dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya tanpa melalui pemeriksaan,
tetapi cukup dengan penelitian oleh pegawai pajak.
Setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat
(menurut nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berubah menjadi
BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang teregistrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran pajak
penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut Bukti Setoran Zakat
diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena
pajak atau disebut “pengurang penghasilan bruto”. Terkait dengan itu, dalam Undang-
Undang tentang Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011) bahwa BAZ atau LAZ
wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat
tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT tahunan.
Upaya mensosialisasikan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, tidak cukup
hanya dilakukan oleh BAZNAS dan Kementerian Agama saja. Tetapi membutuhkan
koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait, terutama jajaran Direktorat
Jenderal Pajak. Koordinasi, kerjasama dan sinergi itulah yang ke depan perlu dibangun
di tingkat institusi, karena bagi umat Islam zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang
seiring dan paralel.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan studi deskriptif eksploratif. Studi eksploratif
digunakan karena terbatasnya informasi atau penelitian yang mengurai pemanfaatan
zakat dan sumbangan keagamaan lainnya pada mekanisme pajak. Sekaran (2000)
menguatkan bahwa penelitian eksploratif diperlukan untuk memberi penjelasan
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tentang topik dan isu penelitian yang relatif baru dan belum pernah disajikan
sebelumnya. Sedangkan Arikunto (2002) menyatakan bahwa penelitian deskriptif
eksploratif umumnya bertujuan menggambarkan atau mengurai fenomena tertentu.
Penelitian ini menggunakan dasar populasi sasaran (Adi, no date). Obyek
penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Direktorat Jenderal
Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur 1 tahun 2007 hingga tahun 2013 hanya yang
memanfaatkan pembayaran zakat dalam mekanisme pajak penghasilannya. Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur 1 merupakan kantor pajak besar di
wilayah Surabaya. Sedangkan pemilihan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada
pertimbangan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi lebih banyak jumlahnya dari
wajib pajak badan atau bendaharawan. Selain itu, mekanisme zakat pada 436ariff
pajak wajib pajak orang pribadi lebih mudah dideteksi dibandingkan dengan
mekanisme zakat pada 436ariff perpajakan wajib pajak badan/bendaharawan.
Tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer
(wawancara) melalui beberapa responden yang bekerja di Kanwil Jawa Timur 1 yang
memiliki hubungan baik dengan peneliti, yaitu bagian penyuluhan, account
representative (AR) dan beberapa staf otoritas pajak. Pemanfaatan zakat orang pribadi
ditentukan dengan menghitung jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun yang
bersangkutan. Hasil dari formula tersebut kemudian dikerucutkan pada penghitungan
pemanfaatan zakat oleh wajib pajak yang diakui oleh otoritas pajak sehingga diperoleh
hasil akhir tingkat pemanfaatan zakat oleh wajib pajak. Untuk mempertajam analisis,
penelitian ini menyajikan alasan-alasan wajib pajak memanfaatkan atau tidak
memanfaatkan zakat dalam mekanisme pajak penghasilan. Penjelasan mendalam atas
tingkat pemanfaatan zakat mengacu pada hasil interaksi dan wawancara dengan wajib
pajak dan fiskus di lingkungan di Kanwil Jawa Timur I.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari kantor otoritas pajak Kanwil Jawa
Timur I (Seksi Program Data dan Informasi), penelitian ini menyajikan jumlah wajib
pajak yang memanfaatkan zakat dalam mekanisme pajak sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Fasilitas Zakat Sebagai Pengurang
Penghasilan Neto
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2007 22.434 61 0,27 48 0,27
2008 37.734 120 0,31 64 0,16
2009 48.856 189 0,38 159 0,32
2010 50.864 222 0,43 159 0,31
2011 52.965 140 0,26 138 0,26
2012 48.330 346 0,71 273 0,56
2013 50.191 236 0,47 146 0,29
Jumlah 311.374 1.314 2,83 987 2,17
Rerata 44.482 188 0,40 141 0,31
Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan zakat dari kurun tahun
2007 hingga tahun 2013 secara rata-rata kurang dari setengah persen, tepatnya terdapat
188 wajib pajak orang pribadi dari 44.482 wajib pajak atau setara dengan rerata 0,40%.
Ini berarti bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil Direktorat Jawa
Timur I yang memanfaatkan zakat dalam mekanisme perpajakan mereka relatif sangat
kecil. Jumlah ini masih diperkecil lagi dengan beberapa pemanfaatkan zakat mereka
tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan neto karena tidak dibayarkan melalui
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Dari 188 wajib pajak yang
memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan neto, hanya 141 wajib pajak yang
zakatnya dapat diakui pada mekanisme penghitungan PPh 21 mereka atau setara dengan
rerata 0,31%.
Jumlah pemanfaatan zakat tertinggi terdapat pada tahun 2012 dengan prosentase
sebanyak 0.71 atau sejumlah 346 wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan zakat
sebagai pengurang penghasilan netonya. Jumlah pemanfaatan zakat terendah terjadi di
tahun 2011 dengan prosentase 0,26 atau setara dengan 140 wajib pajak orang pribadi
yang memanfaatkan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan bersih mereka
pada mekanisme pajak. Namun demikian, tidak semua pemanfaatan zakat dapat diakui
sebagai pengurang penghasilan neto. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zakat
yang dapat dikurangkan pada mekanisme penghitungan pajak adalah zakat yang
dibayarkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) yang
dibentuk atau pendiriannya disyahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan
analisis fiskus, hanya sejumlah 141 wajib pajak yang pembayaran pajaknya dapat diakui
dalam mekanisme pajak penghasilan mereka atau setara dengan 0,31 persen. Jumlah ini
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relatif sangat kecil karena kurang dari satu persen atau bahkan kurang dari 0,5 persen
wajib pajak yang memanfaatkan pembayaran zakat mereka dalam mekanisme pajak.
Sedangkan secara jumlah nominal, jumlah zakat wajib pajak orang pribadi yang dapat
dikurangkan dalam mekanisme pajak dapat dilihat pada tabel 9 berikut:
Tabel 2









2007 3.838.842.336 86.935.558 2,0
2008 7.947.247.821 318.993.220 4,0
2009 5.008.610.311 527.956.046 10,5
2010 23.646.744.183 785.718.856 3,3
2011 24.212.832.090 2.100.099.508 8,7
2012 41.200.955.413 1.888.617.909 4,6
2013 21.322.677.950 1.361.282.825 6,4
Jumlah 127.177.910.104 7.069.603.922 5,5
Rerata 18.168.272.872 1.009.943.417 5,5
Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah rupiah zakat yang dimanfaatkan oleh
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kanwil Jawa Timur I menunjukkan rerata
kurang dari 10% atau senilai Rp1.009.943.417 dari jumlah penghasilan neto sebesar
Rp18.168.272.872. Nilai zakat ini tampak tidak signifikan jika dibandingkan dengan
nilai penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi.
Rendahnya tingkat pemanfaatan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya
dalam mekanisme pajak tentu menyimpan sejumlah alasan. Beberapa wajib pajak
mengaku bahwa kontribusi mereka terhadap kegiatan keagamaan tidak perlu
ditunjukkan dalam aktivitas duniawi termasuk juga dalam mekanisme pajak sehingga
niat ibadah mereka tidak terkontaminasi urusan dunia sebagaimana pendapat salah
seorang wajib pajak, Anwar berikut ini,
Ya, untuk urusan zakat saya rasa ndak perlu dicampur aduk dengan urusan pajak,
kan kalau niatnya zakat ya sudah untuk urusan zakat saja, ndak perlu dipamerkan
di urusan yang lain. Ibadah ya ibadah, pajak kan soal lain.
Kutipan di atas menandai bahwa wajib pajak berupaya memelihara niat ibadah
mereka sehingga memilih untuk tidak menampilkannya pada mekanisme pajak.
Pendapat ini diakui oleh fiskus (Edo) dengan menyatakan,
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Saya sendiri secara pribadi juga mengakui bahwa rata-rata wajib pajak pasti
tidak akan memanfaatkan zakat mereka dalam mekanisme pajak. Selain
karena kekurangtahuan mereka, juga karena zakat itu urusannya sama Tuhan,
sedang pajak itu kepentingan negara. Jika dimunculkan dalam mekanisme
pajak, seolah-olah zakatnya tidak ikhlas.
Komentar Edo menandaskan bahwa ketidakmauan wajib zakat menampakkan
pola zakat mereka dalam mekanisme pajak adalah berkaitan dengan keikhlasan. Selain
itu Edo meyakini bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan zakat dalam mekanisme pajak
adalah karena ketidaktahuan wajib pajak terhadap ketentuan kebolehan mengurangkan
pembayaran zakat dalam mekanisme pajak penghasilan.
Selain itu, beberapa wajib pajak mengaku bahwa mekanisme zakat atau
sumbangan keagamaan lainnya dalam mekanisme pajak dianggap kurang bermanfaat
secara ekonomi, kecuali zakat atau sumbangan keagamaan lainnya tersebut langsung
dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang mereka sebagaimana yang diterapkan
di Malaysia atau bahkan dijadikan opsi sebagai pengganti pembayaran pajak
sebagaimana digunakan di Kerajaan Saudi Arabia sebagaimana dinyatakan Sandi
(fiskus) berikut,
Itu dia, memang ada beberapa wajib pajak yang memanfaatkan zakat dalam
mekanisme pajak, tapi saya lupa di KPP mana, karena jumlahnya relatif
sangat kecil. Kecuali jika penerapannya seperti di Malaysia atau di Arab
Saudi. Muslim yang sudah mbayar zakat tidak dipungut pajak karena pajak
hanya dipungut kepada non-Muslim.
Elmi (wajib pajak) berpendapat serupa,
Kalau cuma dijadikan sebagai pengurang penghasilan neto tentu kurang
berasa ya secara ekonomi alias sama juga bohong atau tidak niat. Kecuali
sekalian saja dijadikan sebagai kredit pajak, nah itu baru beneran.
Pendapat fiskus dan wajib pajak di atas sepintas lalu tampak logis. Memang
benar, jika zakat atau sumbangan keagamaan lainnya diposisikan sebagai pengurang
penghasilan neto masih jauh dari manfaat secara ekonomis, kecuali jika berfungsi
sebagai pengurang pajak terutang mungkin manfaatnya dapat langsung terasa.
Pendapat wajib pajak berikut ini benar yang mana mereka berpendapat bahwa
menampilkan besaran zakat mereka dalam mekanisme pajak sama halnya dengan
menampakkan penghasilan atau omset mereka yang sesungguhnya (Amat),
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Wah, sama saja bunuh diri kalau begitu caranya. Dengan memunculkan
besaran zakat berarti orang pajak dapat mengetahui penghasilan saya yang
sesungguhnya. Saya cari penghasilan senilai itu bukanlah hal yang mudah.
Lebih baik saya melebihkan membayar zakat daripada untuk pajak. Tarif
pajak itu terlalu mahal jika dibandingkan zakat. Kan sayang jika harus bayar
pajak mahal, lebih baik zakatnya yang lebih.
Amat benar, banyaknya jenis pungutan pajak selain pajak penghasilan itu sendiri
secara akumulatif semakin mempertinggi tarif pajak, sementara tarif zakat hanya 2.5%
dan pajak mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi dari zakat. Oleh karena wajib pajak
lebih memilih untuk membayar zakat daripada pajak, mereka tidak ingin fiskus
mengetahui jumlah penghasilan murni yang mereka terima melalui deklarasi zakat
dalam mekanisme pajak. Jelas, bahwa sebagian wajib pajak justru menghindari
meletakkan pembayaran zakat mereka dalam mekanisme pajak.
Terakhir, beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran zakat tidak selalu
membayarkan zakat mereka pada lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat
(BAZ) yang pendiriannya disyahkan oleh pemerintah dengan beberapa alasan. Salah
satu diantaranya mereka sering memilih untuk berpartisipasi menyalurkan zakat mereka
pada badan amil terdekat dengan lingkungan tempat tinggal/lingkungan kerja. Terdapat
kepuasan tersendiri dengan berpartisipasi misalnya membayar zakat atau sumbangan
keagamaan lainnya pada komunitas-komunitas atau masjid yang terdekat dari tempat
tinggal/tempat kerja. Selain dapat menyaksikan secara langsung penyaluran atau
distribusi zakatnya, terkadang hal-hal tersebut semacam tunggu-tunggu di lingkungan
kita sendiri. Motivasi ini agaknya dekat dengan prinsip berbagi kepada pihak yang
terdekat terlebih dahulu terlepas dari apakah hal tersebut benar atau salah. Mereka tidak
lagi berpikir panjang bahwa cara tersebut berkonsekuensi pada tidak dapat
dimanfaatkannya pembayaran zakat dalam mekanisme pajak.
SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bermaksud menggali pemanfaatan zakat sebagai fasilitas pengurang
pajak penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi di lingkungan otoritas pajak Kanwil
Jawa Timur I. Berdasarkan data yang dapat dihimpun penelitian ini membuktikan
rendahnya pemanfaatan fasilitas sumbangan keagamaan dalam mekanisme pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi. Keadaan ini setidaknya dimotivasi oleh beberapa
hal. Pertama, ketidakinginan menunjukkan aktivitas keagamaan dalam aktivitas dunia.
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Kedua, ketidaktahuan memanfaatkan sumbangan keagamaan sebagai pengurang.
Ketiga, fasilitas ini dianggap kurang bermanfaat secara ekonomi, kecuali jika
sumbangan keagamaan diperlakukan sebagai kredit pajak atau bahkan sebagai
pengganti pembayaran pajak, karena fungsi pajak dan zakat adalah sama.
Hasil ini menandai ketidakefektivan fasilitas sumbangan keagamaan sebagai
pengurang dalam penghitungan kewajiban pajak. Atas dasar ini, penelitian ini
menyarankan untuk tidak sekedar memfasilitasi zakat dan sumbangan keagamaan
lainnya sebagai pengurang penghasilan neto tapi sebagai kredit pajak sebagaimana
diterapkan di Malaysia atau jika memungkinkan dikondisikan sebagai pengganti
pembayaran pajak sebagaimana diterapkan di Kerajaan Saudi Arabia.
Penelitian ini terbatas pada interpretasi bahwa kolom sumbangan keagamaan yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur 1 adalah
sumbangan keagamaan pada keyakinan Islam (zakat) dan mengabaikan sumbangan
keagamaan keyakinan lainnya (perpuluhan dan sebagainya) oleh karena pada kolom
sumbangan keagamaan yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa
Timur 1 tidak mengklasifikasi secara detail jenis sumbangan keagamaan tersebut. Selain
itu, sangat memungkinkan bahwa pada kantor otoritas pajak yang lain terutama pada
daerah dengan basis Islam seperti di Sumatera terutama Aceh, pemanfaatan sumbangan
keagamaan cukup signifikan dalam mekanisme pajak penghasilan.
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